
 

BAB II 

KERANGKA TEORI 

A. Perceraian 

1. Definisi Perceraian  

Makna kata cerai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: verb 

(kata kerja), 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak, Kemudian 

kata‚ perceraian mengandung arti noun (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal 

bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata‚ bercerai mengandung 

arti verb (kata kerja), 1.Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi; 2. 

Berhenti berlaki-bini. Sedangkan kata cerai sendiri mempunyai arti bahwa 

perceraian antara suami dan istri menyatakan telah hilangnya hak dan 

kewajiban perkawinan.
 1
 

Menurut istilah perceraian ialah segala macam bentuk perceraian yang 

diijatuhkan oleh suami yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang 

disebabkan oleh meninggalnya salah seorang suami atau istri. Perceraian dalam 

istilah hukum islam diartikan “at-talak” yang bermakna meninggalkan atau 

memisahkan.
2
 Secara umum cerai bermakna sebagai perceraian dalam Hukum 

Islam antara suami dan istri atas kehendak suami.
3
 

Menurut bahasa perceraian ialah melepaskan tali perceraian yang 

merupakan salah satu pemutus hubungan ikatan suami istri karena sebab 
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tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup 

berumah tangga.
4
 Secara yuridis perceraian diartikan putusnya perkawinan, 

yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti 

berlaki bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam kamus besar bahasa 

Indonesia. 

Syekh Muhammad bin Qosim Al Ghozy dalam kitabnya yang berjudul 

“Fathul Qorieb” memberikan makna cerai sebagai nama bagi suatu pelepasan 

tali pernikahan.
5 

Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya yang berjudul ‚Fathul 

Mu‟in‛ menjelaskan bahwa cerai diartikan sebagai cara melepaskan ikatan 

akad nikah dengan lafdz tertentu.
6
 

Wahyono Darmabrata mendefinisikan perceraian adalah putusnya 

perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan 

alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
7
 

Menurut Amir Syarifuddin, terdapat tiga kata kuci yang menunjukkan 

hakikat dari perceraian, yaitu : 

1.  Meninggalkan atau melepaskan, artinya bahwa perceraian ialah 

melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan 

perkawinan. 

2.  Ikatan perkawinan yang mengandung arti bahwa perceraian itu 
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mengakhiri hubungan perkawinan yang terjalin selama ini. Jika ikatan 

perkawinan mengakibatkan halalnya seseorang melakukan hubungan 

antara suami istri, maka sebaliknya, jika telah dibuka ikatan tersebut 

maka haram bagi keduanya untuk melakukan hubungan suami istri. 

3. Lafadz ta-la-qa mengandung arti bahwa perkawinan itu putus melalui 

ucapan yang menggunakan kata-kata cerai. Karena kata-kata cerai 

mengakibatkan putusnya perkawinan.
8
 

Sedangkan dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan kata “talak” 

yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Istilah fiqh perceraian 

juga sering disebut furqah, yang artinya bercerai lawan dari berkumpul. 

Kemudian kedua istilah itu di gunakan para ahli fiqh sebagai satu istilah yang 

berarti‚ perceraian suami istri.
9
 

Kata talak dalam istilah mempunyai arti yang umum, ialah segala 

macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang  ditetapkan 

oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian 

karena meninggalnya suami atau istri.  

Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus yaitu perceraian yang 

dijatuhkan oleh pihak suami.
10

 Talak ini bermaksud untuk memutus 

perkawinan dengan kata-kata talak atau yang seumpamanya, misalnya “aku 

talak engkau”. Dengan ucapan yang demikian maka putuslah ikatan pernikahan 
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antara suami istri tersebut.
11

 

Dari penjelasan mengenai perceraian seagaimana diuraikan di atas, 

maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu peristiwa hukum berupa 

putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, 

proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan 

secara tegas di depan sidang pengadilan.  

2. Dasar Hukum Perceraian 

Dalam Al-Qur‟an memang tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau 

melarang eksistensi perceraian itu, namun isinya  hanya sekedar mengatur bila 

perceraian itu terjadi. Di dalam hal perceraian dasar-dasar perceraian itu dapat 

di lihat dari beberapa ayat Al-Qur‟an atau Hadis.  

Adapun yang mendasari diperbolehkan perceraian adalah sebagai 

berikut: 

1. Al-Baqarah Ayat 227 

 ٌُ يْعٌ عٍَيِْ ِّ َ سَ
َّْ اّللّه ِ ىا اٌطَّلََقَ فاَ ُِ ْْ عَضَ  وَاِ

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka Allah 

maha mendengar maha mengetahui”
12

 

 

2. Al-Baqarah 229 

                        

                     
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                       

                        

    

229. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi 

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak 

halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu 

berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan 

dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa 

keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, 

Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh 

isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka 

janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-

hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.
13

 
 

Talak yang di lakukan secara wajar karena suatu perkawinan sudah 

tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga jika di teruskan hanya 

menghancurkan diri sendiri dan istri maka, dalam keadaan seperti inilah 

talak dibenarkan. Akan tetapi, perlu pula diketahui perceraian yang 

benar menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Garis ketentuan yang 

benar berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipraktekkan oleh 

Rasulullah dan para sahabatnya itulah yang harus dipelajari dan di 

ketahui.
14

 

3. At-Talaq Ayat 1 

ةََۚ   ٌْعِذَّ َّٓ وَادَْصُىا ا حِهِ َّٓ ٌِعِذَّ ُُ إٌِّسَاۤءَ فطٍََِّمىُْهُ ٰٓايَُّهاَ إٌَّبيُِّ اِرَا طٍََّمْخُ  يه

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

(menghadapi) idahnya (yang wajar)”  
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Selain itu dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 49 : 

 ُْ َّ ا ٌىَُ َّٓ فَ ىْهُ سُّ َّ ْْ حَ ًِ اَ ْٓ لبَْ ِِ  َّٓ ىْهُ ُّ َُّ طٍََّمْخُ جِ ثُ هٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ ُُ ا ا اِرَا ٔىََذْخُ ٕىُْٰٓ َِ
َٓ اه ٰٓايَُّهاَ اٌَّزِيْ يه

يْلًَ  ِّ َّٓ سَشَادًا جَ دُىْهُ َّٓ وَسَشِّ خِّعُىْهُ َّ  فَ
ؤْهَاََۚ ةٍ حعَْخذَُّ ْٓ عِذَّ ِِ  َّٓ  عٍَيَْهِ

 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi 

perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka 

sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka 

yang perlu kamu perhitungkan. Namun berikanlah mut‟ah dan 

lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Q.S. Al-

Ahzab [33]: 49) 

 

4. Hadis 

Selain Al-Quran yang menjadi dasar hukum talak atau 

perceraian, terdapat juga hadis Nabi SAWyang diriiwayatkan Abu 

Dawud, Ibnu Madjah dan Al-Hakim :  

بْغ ضَ أ َ  ل َ   الطَّل قَ  الل َ ل ي إَ  لَ  الْح 

 

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ialah thalaq”.
15

 

Agama Islam membolehkan suami istri melakukan perceraian, 

namun harus dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat 

dibenci oleh Allah SWT.
16 

 

Namun demikian, Rasulullah memberikan catatan bahwa Allah 

sangat membenci itu meskipun halal dilakukan. Dan Rasulullah juga 

menegaskan agar keluarga muslim dapat mempertahankan hubungan 

suami istri hingga akhir hayat dan menghindari perceraian yang memiliki 
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dampak negatif terhadap perkembangan anak.
17

 

Selain dimuat dalam Al-Quran dan Hadis, perceraian juga diatur 

dalam peraturan perundang-unndangan salah satunya disebutkan dalam 

Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan 

kualitatif bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, 

dan atas putusan Pengadilan.
18

 Istilah perceraian menurut UU No. 1 

Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian 

menunjukkan adanya: 

1) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami istri atau istri untuk 

memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka. 

2) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu 

kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan 

ketentuan yang pasti dan langsung di tetapkan oleh Tuhan yang Maha 

Kuasa. 

3) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat 

hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. 

3. Syarat dan Rukun Perceraian 

Rukun adalah bagian yang harus terpenuhi yang batal jika tidak 

terpenuhi. Ada beberapa unsur perceraian yang berperan di dalam rukun, dan 

masing-masing rukun itu terdapat beberapa persyaratan.  

Dan diantara persyaratan itu ada yang disepakati oleh para ulama dan 
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sebagiannya menjadi perdebatan di kalangan ulama. Adapun rukun dalam cerai 

adalah sebagai berikut: 

1. Suami 

2. Istri 

3. Lafadz atau Ucapan Cerai 

Ucapan suami disampaikan terhadap istrinya yang menunjukkan arti 

cerai, baik itu berupa sarih (jelas) atau lafadz yang lain yang semakna dengan 

itu atau terjemahannya sama-sama diketahui sebagai ucapan yang memutuskan 

pernikahan, dan juga ucapan cerai itu tidak langsung terus terang atau disebut 

kinayah (sindiran), maka dari itu dibutuhkan niat dari suami yang 

melafadzkannya.19 Adapun syarat dalam sighat cerai yaitu sebagai berikut: 

a. Lafadz yang menunjukkan arti melepaskan suatu ikatan pernikahan, baik 

secara sharih atau kinayah.
20

  

Para ulama berpendapat bahwa perceraian terjadi bila suami yang 

menceraikan istrinya mengucapkan lafadz tertentu yang menyatakan bahwa 

istrinya itu telah lepas dari wilayahnya, maka jatuhlah cerai tersebut. Karena 

itu, kalau suami hanya sekadar berkeinginan atau  meniatkan tetapi belum 

mengucapkan apa-apa, maka belum jatuh cerai.
21

  

Kemudian  al-Zuhriy berbeda  pendapat  dengan para   ulama yang 

diatas, bahwasannya meskipun tidak diucapkannya, tetapi ia telah berniat untuk 

menceraikan istrinya, maka jatuhlah cerai. 
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b. Al-Qashdu (Sengaja)  

Ucapan kata cerai memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya 

untuk bercerai, bukan untuk maksud lain. Cerai  harus memenuhi rukun dan 

syarat tertentu,  baik  yang berhubungan dengan suami yang menceraikan dan 

istri yang diceraikan. Oleh sebab itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk 

cerai dipandang tidak jatuh cerai. 

Selain itu, Islam mensyaratkan suami yang menjatuhkan cerai harus 

memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam 

melakukan perceraian. Adapun syarat suatu perceraian di antaranya sebagai 

berikut :
 22

 

a. Berakal, suami tidak boleh gila karena tidak sah dan tidak  akan jatuh 

cerai. 

b. Baligh, menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan atau telah 

sampainya usia seseorang pada tahap dewasa. 

c. Atas kemauan sendiri, mempunyai kehendak pada diri suami untuk 

menjatuhkan cerai itu dan dijatuhkan atas pilihan  sendiri bukan dipaksa 

orang lain. 

d. Betul-betul bermaksud menjatuhkan cerai, kalau seorang suami 

mengucapkan cerai karena lupa, keliru atau main-main, maka cerainya 

dianggap jatuh. 

Adapun syarat-syarat sahnya cerai untuk istri, yaitu: 
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a. Istri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya. 

Apabila akad nikahnya diragukan kesahannya, maka istri tidak dapat 

diceraikan oleh suaminya. 

b. Istri harus dalam keadaan suci yang belum disetubuhi oleh suaminya 

dalam waktu suci tersebut 

c. Istri yang sedang hamil.
23

 

 

Dengan demikan, jelas bahwa apabila salah satu rukun dan syarat diatas 

tersebut tidak dipenuhi, maka cerai yang dijatuhkan oleh suami dianggap tidak 

sah, karena itu tidak membawa akibat hukum apapun. Berkenaaan dengan 

syarat-syarat yang ada pada suami waktu menjatuhkan cerai, maka akan 

menimbulkan persoalan- persoalan sebagai berikut: 

a. Cerai orang yang dipaksa  

Paksaan atau terpaksa berarti bukan dengan pilihan dan kehendak 

sendiri, pilihan dan kehendak merupakan dasar taklif (pembebanan agama).  

Hal ini disamakan dengan orang yang dipaksa menjadi kafir padahal hatinya 

tetap beriman, dan agama tidak menghukum orang itu sebagai orang kafir. 

Berdasarkan firman Allah surat an-Nahl Ayat 106 yang artinya: 

“Siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan 

Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam 

beriman (dia tidak berdosa). Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya 

untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang 

besar.”
24
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b. Cerai orang dalam keadaan mabuk 

Cerai yang dijatuhkan oleh suami dalam keadaan mabuk adalah tidak 

sah, karena kedudukannya sama dengan orang gila, yakni sama-sama hilang 

akalnya. Hal ini terjadi ikhtilaf disebabkan mabuk itu mempunyai tiga tahapan 

yaitu: 

1. Permulaan, timbul rasa senang dan masih ada kesadaran, ketika 

minuman keras masuk kedalam mulut. 

2. Pertengahan, ucapan yang tidak teratur, sikap yang tidak menentu, 

akan tetapi masih dapat membedakan sesuatu dan masih mempunyai 

pengertian. 

3. Teratas, tidak sadar diri, tubuh tidak bergerak, akal hilang dan tidak 

bercakap-cakap. 

c. Cerai orang yang marah 

Arti marah adalah marah yang membuat orangnya tidak sadar akan 

ucapannya, tidak tahu apa yang keluar dari mulutnya. Cerai seperti ini 

dianggap tidak sah, karena orangnya tidak mempunyai niat/kehendak untuk 

menceraikan. Berdasarkan Riwayat dari Rasulullah SAW yang berbunyi:  

Tidak sah thalaq dan memerdekakan budak dalam keadaan marah. 
(Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dari Aisyah).

25
 

d. Cerai orang yang bersenda gurau 

Orang yang bersenda gurau yakni orang yang mengucapkan sesuatu 

dengan tidak mempunyai maksud yang sebenarnya, tetapi hanya main-main. 
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Cerai ini dianggap sah berdarkan hadis Nabi Muhammad SAW, Dari Abi 

Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:  

جْعَتُ     ىَاحُ وَاٌطَّلََقُ وَاٌشَّ َّٓ جِذٌّ إٌِّ َّٓ جِذٌّ وَهَضٌُْهُ هُ  ثَلََدٌ جِذُّ

 “Tiga perkara sesungguhnya dipandang benar dan main-main dipandang benar 

pula, yaitu, nikah, talak , dan rujuk.”
26 

e. Cerai tanpa sadar 

Arti cerai tanpa sadar yaitu suami yang menceraikan istrinya  tetapi 

tidak tahu lagi dengan apa yang dikatakannya karena sesuatu kejadian hebat 

yang menimpanya. Sehingga hilang akalnya dan berubah pikirannya. Maka 

cerai seperti ini dianggap tidak sah, karena disamakan sebagaimana tidak 

sahnya cerainya orang gila, lupa ingatan, sakit, pingsan dan orang tua yang 

rusak akalnya karena faktor tua, serta karena musibah yang tiba-tiba.
27

 

f. Cerai karena keliru 

Cerai karena keliru yaitu orang yang mengucapkan kata-katanya keliru 

sehingga terucapkan kata cerai. Dalam hal ini, para ahli fiqh berpendapat 

bahwa pengadilan boleh memutuskan berdasarkan lahir ucapannya, tetapi 

secara agama cerainya tidak berlaku dan istrinya tetap halal baginya.
28

 

4. Macam-Macam Perceraian 

Pada dasarnya perceraian terdiri dari beberapa sudut pandang yang 

diantaranya ada yang dari sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi, dari hak 

segi bekas suami untuk merujuk kepada bekas istri setelah terjadi perceraian 
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dan ada pula yang melihatnya dari segi waktu jatuhnya cerai setelah diucapkan 

cerai.
29

 Kemudian ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa 

sebenarnya yang menghendaki untuk putusnya perkawinan atau perceraian 

tersebut.
30 

 

Perceraian berakibat hukum putusnya perkawinan dalam bentuk  

tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya 

perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan, sebagai berikut : 

1) Putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri melalui  

matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu menyebabkan 

dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan. 

2) Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan 

tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. 

Perceraian dalam bentuk ini di sebut talak. Seperti disebutkan bahwa 

putusnya perkawinan karena adanya perceraian, dapat terjadi karena 

adanya talak atau gugatan perceraian,
31

 

3) Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat 

sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami 

tidak berkendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang 

di sampaikan si istri dengan cara tertentu ini di terima oleh suami dan 

di lanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. 

putus perkawinan dengan cara ini di sebut khulu‟. 
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4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga 

setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau istri yang  

menandakan  tidak dapatnya hubungan perkawinan itu di jalankan. 

Putusnya perkawinan dakam bentuk ini di sebut fasakh.32 

Kemudian jika ditinjau dari sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi maka 

cerai itu dibagi menjadi tiga macam:
33

 

1. Talak Sunni 

 

Ialah perceraian yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu apabila 

seorang suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan cerai 

pertama pada saat suci, sebelum di setubuhi.34 Atau dengan kata lain cerai 

yang pelaksanaannya telah sesuai denganq petunjuk agama dalam Al-Qur‟an 

atau sunnah Nabi. Bentuk talak sunni yang disepakati oleh ulama adalah  cerai  

yang  dijatuhkan  o`leh  suami  yang  mana  si  istri waktu itu tidak dalam 

keadaan haid atau dalam masa suci yang belum dicampuri oleh suaminya.
35 

Ada empat syarat talak sunni sebagai berikut: 

a. Istri yang diceraikan sudah pernah disetubuhi. Bila cerai yang 

dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah disetubuhi, maka tidak 

termasuk talak sunni. 

b. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah dicerai  yaitu dalam 

keadaan suci dari haid. Menurut Syafi‟iyah, perhitungan iddah bagi 
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wanita haid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. 

c. Suami tidak pernah menyetubuhi istri selama masa suci dimana cerai itu 

dijatuhkan. Cerai yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan 

suci dari haid tapi pernah disetubuhi, maka tidak termasuk talak sunni. 

d. Menceraikan istri harus secara bertahap (dimulai dengan cerai satu, dua, 

dan tiga) dan diselingi rujuk.
36

 

2. Talak Bid‟iy 
 

Ialah perceraian yang dilarang.37 Yaitu, cerai yang dijatuhkan dengan 

cara-cara yang tidak mengikuti ketentuan Al- Qur‟an maupun Sunnah Rasul. 

Mengenai talak bid‟iy ini mayoritas ulama‟ sepakat menyatakan bahwa 

perceraian semacam ini hukumnya haram. Talak bid‟iy ini jelas bertentangan 

dengan syari‟at yang bentuknya ada beberapa macam yaitu:
38

 

a. Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam 

keadaan nifas atau haid. 

b. Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa 

suci tersebut, padahal kehamilannya masih belum jelas. 

c. Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga 

kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus). 

Adapun dari segi jelas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan 

sebagai ucapan cerai, maka perceraian dibagi menjadi dua macam,  sebagai 

berikut: 
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1. Talak Sarih 
 

Talak sarih ialah perceraian dengan mempergunakan kata- kata yang 

jelas dan tegas, dapat dipahami dan sebagai pernyataan cerai seketika 

diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Adapun lafadz talak sarih dibagi 

menjadi tiga, yaitu : 

a. Talak (cerai), seperti ucapan‚ “Saya menceraikanmu dan kamu adalah 

orang yang aku ceraikan.” 

b. Pisah, seperti ucapan “Saya memisahmu dan kamu adalah orang 

yang terceraikan.” 

c. Istirahat, seperti  ucapan “ Saya  mengistirahatkanmu dan kamu adalah 

orang yang istirahat.”
39

 

Menurut Imam Syafi‟i bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk cerai 

sarih ada tiga, yaitu talak, firaq, dan sarah, ketiga ayat itu disebut dalam Al-

Qur‟an dan hadits. 

Al-Zhahiriyah mengatakan bahwa cerai tidak jatuh kecuali dengan 

mempergunakan salah satu dari tiga kata tersebut, karena syara‟ telah 

mempergunakan kata-kata yang telah ditetapkan oleh syara‟.  

Beberapa contoh talak sarih adalah seperti suami berkata kepada 

istrinya: 

a. Engkau saya talak sekarang juga, engkau saya  cerai sekarang juga. 

b. Engkau saya firaq sekarang juga, engkau saya pisahkan sekarang juga. 

c. Engkau saya sarah sekarang juga, engkau saya lepas sekarang juga. 
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Apabila suami menjatuhkan cerai terhadap istrinya dengan cerai yang 

sarih maka menjadi jatuhlah cerai itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya 

itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauan sendiri. 

2. Talak kinayah 
 

Talak kinayah ialah perceraian dengan mempergunakan kata-kata 

sindiran, atau samar-samar. Bila seseorang niat menceraikannya dengan 

mengguanakan kata sindiran, maka jatuh cerai, dan jika tidak adanya niat, 

maka tidak jatuh cerai.
40 

Seperti suami berkata kepada istrinya : 

a. Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga 

b. Engkau sekarang telah jauh dari diriku 

c. Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang juga 

d. Janganlah engkau mendekati aku lagi 

e. Susullah keluargamu sekarang juga 

f. Engkau sekarang telah bebas merdeka hidup sendirian 

g. Selesaikan sendiri segala urusanmu 

h. Engkau telah aku tinggalkan 

i. Saya sekarang hidup sendirian dan hidup melajang 

j. Saya telah bebas dari segala urusanmu 

Menurut sebagian ulama, apabila kata-kata ini keluar dari mulut 

seorang suami disertai niat cerai, maka jatuhlah cerai bagi sang istri. Namun 

jika tidak disertai niat, maka tidak jatuh cerai.
41

 

Adapun perceraian ditinjau dari segi waktu terjadinya terbagi menjadi 3 
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jenis, yaitu: 

1. Talak Munjiz 
 

Talak munjiz atau talak kontan adalah perceraian yang diucapkan tanpa 

adanya syarat maupun penangguhan. Talak munjiz ini dihukumi sah ketika 

ucapan sighat cerai keluar dari mulut suami yaitu manakala syarat-syarat yang 

lain terpenuhi,
42

 seperti kata-kata suami kepada istrinya “Aku jatuhkan ceraiku 

satu kali  padamu.”  Ucapan  tersebut seketika akan jatuh setelah suami selesai 

mengucapkannya. 

2. Talak Muallaq 

Talak muallaq yaitu cerai yang dapat dianggap jatuh ketika 

digantungkan pada suatu syarat atau keadaan tertentu yang akan datang. 

Bentuk syarat pada jenis perceraian ini berhubungan dengan suatu tindakan 

atau peristiwa, seperti ucapan suami kepada istrinya‚ “apabila engkau masih 

menemui lelaki itu, maka saat itu juga ceraiku telah jatuh satu kali 

kepadamu.”
43

 

3. Talak Mudhaf 

Talak mudhaf ialah perceraian yang jatuhnya disandarkan kepada suatu 

masa yang akan datang, seperti suami mengatakan kepada istrinya, “Engkau 

terceraikan besok‛ atau ‚Engkau terceraikan bulan depan.”
44

 

Adapun dibolehkannya suami merujuk kembali bekas istrinya, maka 

perceraian dibagi menjadi dua macam: 
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1. Talak Raj’i 

 
Ialah perceraian dimana suami masih memiliki hak untuk kembali 

kepada istrinya (rujuk) selama istrinya masih dalam masa iddah, baik istri 

tersebut bersedia dirujuk ataupun tidak.
45

 Dengan demikian si suami berhak 

rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan 

dalam masa iddah. 

Talak yang termasuk talak raj‟i ialah cerai satu atau dua tanpa didahului 

tebusan dari pihak istri maka suami boleh kembali kepada istrinya. Hal ini  

sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 229:  

عْشُوْ  َّ  بِ
سَانٌٌۢ ِْ ِ ِٓ ۖ فاَ حه شَّ َِ َّٓ اٌَطَّلََقُ  ىْهُ ُّ حيَْخُ آٰ اه َّّ ِِ ْْ حأَخُْزُوْا  ُْ اَ ًُّ ٌىَُ ٍْ ۗ وَلََ يذَِ فٍ اوَْ حسَْشِيْخٌٌۢ باِدِْسَا

ِ ۙ فلَََ 
ا دُذُوْدَ اّللّه َّ ُْ الَََّ يمُيِْ ْْ خِفْخُ ِ ِ ۗ فاَ

ا دُذُوْدَ اّللّه َّ ْْ يَّخَافآَٰ الَََّ يمُيِْ ٰٓ اَ ا شَيْ ـاً الََِّ َّ ا فيِْ َّ  جُٕاَحَ عٍَيَْهِ

َْ افْ  ىْ ُّ ٍِ
ُُ اٌظّه ى ِهَ هُ

هٌۤ ِ فاَوُ ْٓ يَّخعََذَّ دُذُوْدَ اّللّه َِ ِ فلَََ حعَْخذَُوْهاَ َۚوَ
ٍْهَ دُذُوْدُ اّللّه  خذََثْ بهِٖ ۗ حِ

 “ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara 

yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu 

mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, 

kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum 

Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat 

menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang 

bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum 

Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar hukum-

hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim”
46

 

Ayat di atas mengandung arti bahwa perceraian yang ditetapkan oleh 

Allah SWT adalah sekali seumur hidup, suami boleh menahan istrinya dengan 

baik sesudah cerai yang pertama, sebagimana boleh merujuknya sesudah talak 

kedua. Adapun maksud menahannya dengan ma‟ruf adalah merujuknya dan 
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menyetubuhinya dengan baik. Hak suami untuk rujuk itu diakui apabila talak 

itu talak raj’i. 

2. Talak Ba’in 
 

Ialah perceraian yang dimana si suami tidak memiliki hak untuk 

merujuk kepada istri yang diceraikannya. Menurut Ibnu Hazm, ‚Talak ba‟in 

ialah cerai tiga kali dengan arti sesungguhnya atau cerai sebelum dikumpuli 

saja.
47 

Adapun talak bain dibagi menjadi dua macam: 

a. Talak Ba’in Sughra 

 
Ialah cerai yang ketiga kalinya, perceraian yang menghilangkan 

pemilihan bekas suami terhadap istri tetapi tidak  menghilangkan  kehalalan 

bekas suami terhadap istrinya. Artinya, suami boleh merujuk kepada istrinya 

dengan akad nikah dan mahar baru baik dalam masa iddah maupun setelah 

berakhir masa iddah.
48

 Menurut Amir Syarifudin, yang termasuk talak ba‟in 

sughro yaitu: 

a. Pertama, cerai yang dijatuhkan sebelum  istri dikumpuli oleh suami. 

b. Kedua, cerai yang dilakukan karena tebusan atau yang disebut 

khulu‟ 

c. Ketiga, perceraian melalui putusan  hakim di pengadilan atau yang 

disebut fasakh. 

b. Talak Ba’in Kubro 

 

Ialah cerai yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali 
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pada istrinya,  kecuali bekas istrinya itu telah menikah lagi dengan orang 

lain dan telah berkumpul, kemudian telah bercerai serta telah habis masa 

iddahnya.
49

 Sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 230 yang 

berbunyi : 

                        

                    

           

   

  “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka 

perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami 

yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak 

ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin 

kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-

hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum 

yang (mau) mengetahui.” 
 

Bila ditinjau dari cara suami menyampaikan cerai terhadap istrinya sebagai 

berikut: 

a. Talak Dengan Ucapan 

Talak dengan ucapan ialah ucapan cerai yang disampaikan suami 

dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya 

itu.
50

 

b. Talak Dengan Tulisan 

Talak dengan tulisan ialah perceraian secara tertulis yang disampaikan 

suami kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan 
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maksutnya. Perceraian secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah) meski yang 

bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana cerai dengan ucapan ada 

talak sa>rih dan ada talak kinayah, maka perceraian dengan tulisan pun juga 

demikian. Talak sarih jatuh dengan pernyataan jelas sedangkan talak kinayah 

bergantung pada niat suami.
51

 

c. Talak Dengan Utusan 

 

Talak dengan utusan ialah perceraian yang disampaikan suami kepada 

istrinya melalui perantara orang lain sebagai wakil untuk menyampaikan 

maksud suami itu kepada istrinya. 

Macam-macam talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, 

terdiri dari 2 macam talak , yaitu : 

a. Talak Sunnah 

 Ialah talak yang di bolehkan atau Sunnah hukumnya, yang di 

ucapkan 1 kali dan istri belum di gauli ketika suci dari haidh. Jika talak 

yang diucapkan berturut-turut sebanyak tiga kali pada waktu yang 

berbeda dan istri dalam keadaan suci dari haid serta belum digauli pada tiap 

waktu suci dari haidh itu. Dua kali dari talak itu telah dirujuk, sedangkan 

yang ketiga kalinya tidak dapat dirujuk lagi. 

b. Talak bid’ah 

  Ialah talak yang di larang atau haram hukumnya, yang talaknya di 

jatuhkan ketika istri dalam keadaan haidh, juga talak yang dijatuhkan ketika 

istri suci dari haidh lalu disetubuhi oleh suami. Tergolong bid‟ah jika suami 
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menjatuhkan talak tiga kali sekaligus pada satu waktu. Jika suami 

menjatuhkan talak dalam waktu tersebut, maka talaknya tetap jatuh dan 

suami sendiri yang berdosa, karena ia melakukan perbuatan yang dilarang 

oleh syariat islam.52 

5. Alasan perceraian 

Suatu perceraian dapat terjadi karena ada sebab-sebab tertentu. Maka 

penulis akan menjelaskan sebab-sebab tersebut dan masing- masing akan 

dijelaskan sebagai berikut:
53

 

a. Thalaq 

Hukum Islam menentukan bahwa hak cerai ada pada suami dengan 

alasan bahwa seorang laki-laki pada umumnya lebih mengutamakan 

pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang 

biasanya bertindak atas dasar emosi. 

b. Khulu’ 

 Khulu’ menurut Sayuti Thalib dalam bukunya menjelaskan 

perceraian berdasarkan persetujuan suami istri yang berbentuk jatuhnya tiga 

kali cerai dari suami terhadap istri dengan adanya penebusan harta atau uang 

oleh istrinya  yang menginginkan cerai.
54

 

c. Syiqaq 

Syiqaq dapat diartikan perpecahan/perselisihan atau  menurut istilah 

fikih berarti suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu satu 
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orang hakam dari pihak suami dan yang satu orang hakam dari pihak istri. 

Sebagaimana yang disebutkan dalam Surat An-Nisa Ayat 35 yang berbunyi : 

ْْ يُّشِيْ  ْٓ اهٍَِْهاَ َۚ اِ ِِّ ا  ًّ ْٓ اهٍَْهِٖ وَدَىَ ِِّ ا  ًّ ا فاَبْعَثىُْا دَىَ َّ ُْ شِماَقَ بيَِْٕهِ ْْ خِفْخُ ُ وَاِ ذَآ اصِْلََدًا يُّىَفِّكِ اّللّه

ا خَبيِْشًا ًّ َْ عٍَيِْ َ وَا
َّْ اّللّه ا ۗ اِ َّ  بيَْٕهَُ

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah 

seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga 

perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, 

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”
55

 

 

d. Fasakh 

 Fasakh adalah merusak atau melepaskan ikatan perkawinan. Ini berarti 

bahwa perkawinan itu  dirusakkan  atau dilepaskan atas permintaan salah satu 

pihak oleh hakim Pengadilan Agama. Fasakh dapat terjadi karena sebab yang 

berkenaan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah 

berlakunya akad. 

e. Taklik Talaq 

 Taklik talaq yaitu suatu talaq yang digantungkan  pada  suatu hal 

yang mungkin terjadi yang  telah  disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah 

diperjanjikan terlebih dahulu. 

f. Illa’ 

Illa’ ialah suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya, Dalam 

islam illa’ adalah sumpah dengan nama Allah untuk tidak menyetubuhi 

istrinya. Waktunya tidak ditentukan dan selama itu istri tidak ditalaq ataupun 
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diceraikan. Sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut yang 

menderita adalah pihak dari istri karena keadaannya terkatung-katung dan tidak 

berketentuan. 

g. Zhihar 

Zhihar dari kata zhahr, artinya punggung, maksudnya suami berkata 

kepada istri, “engkau bagiku seperti punggung ibuku”. Bahwa zhihar ialah 

ucapan kasar yang dikatakan suami kepada istrinya dengan menyerupakan istri  

itu dengan ibu atau mahram suami, dengan ucapan itu dimaksudkan untuk 

mengharamkan istri bagi suami. Sebagaimana firman Allah yang tercantum 

dalam Al- Qur‟an surat Al-Mujaadilah Ayat 2: 

 ُْ ْٓ ِّٔسَاۤى ِهِ ِِّ  ُْ ْٕىُ ِِ  َْ هِشُوْ
َٓ يظُه َْ  اٌََّزِيْ ُْ ٌيَمَىٌُْىُْ ُْۗ وَأَِّهُ  ـيِْ وٌَذَْٔهَُ

ُْ الََِّ اٌّهۤ خهُُ هه َِّ ْْ اُ ُْۗ اِ خِهِ هه َِّ َّٓ اُ ا هُ َِّ

َ ٌعََفىٌُّ غَفىُْسٌ 
َّْ اّللّه ٌْمىَْيِ وَصُوْسًاۗ وَاِ َٓ ا ِِّ ْٕىَشًا  ُِ 

“Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya 

sebagai ibunya), padahal tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka 

tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka 

sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan 

sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”
56

 

h. Li‟an 

Li‟an ialah orang yang menuduh istrinya berbuat zina dengan tidak 

mengajukan empat orang saksi, maka dia  harus bersumpah dengan memakai 

nama Allah sebanyak empat kali bahwa dia benar dalam tuduhannya itu, dan 

ditambah dengan bersumpah satu kali lagi bahwa dia akan menerima laknat 

Allah apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Sumpah li‟an ini dapat 
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mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama- lamanya.  

Dasar hukum li‟an ini tercantum sebagaimana Allah berfirman dalam 

Surat An-Nur Ayat 6-9 yang terjemahannya : 

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak 
mempunyai mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian 

orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia 

adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa 

laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu 

dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah. 

Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-rang yang dusta. Dan 

(sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya  itu  termasuk  

orang-orang yang benar.”
57

 

i. Kematian 

Putusnya perkawinan dapat pula disebabkan karena kematian suami 

atau istri. Dengan kematian salah satu pihak, maka hak lain mempunyai hak 

waris atau harta peninggalan yang meninggal.  Walaupun dengan kematian, 

hubungan suami dan istri tidak dimungkinkan disambung lagi, namun bagi istri 

yang suaminya telah meninggal tidak boleh segera melaksanakan perkawinan 

baru dengan laki- laki lain sebelum masa iddahnya habis, yaitu selama empat 

bulan sepuluh hari. 

b. Akibat Hukum Perceraian 

Setiap perceraian yang  tejadi sudah pasti ada konsekuensi yang 

dihadapi oleh pihak-pihak yang terkait dengan perceraian tersebut. 

Sebagaimana dalam aturan mengenai akibat hukum apabila terjadinya 

perceraian, di antaranya sebagai berikut:
58
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a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya (semata-mata berdasarkan kepentingan anak). 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak, yangmana apabila dalam 

kenyataannya Bapak tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut 

maka ibu ikut andil dan bertanggung jawab terhadap biaya yang 

tersebut. 

c. Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
59

 

B. Rujuk 

1. Definisi Rujuk  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia rujuk memiliki arti kembalinya 

suami kepada istrinya yang ditalak, talak satu atau talak dua, ketika istri masih 

dalam masa iddah; kembali bersatu (bersahabat dan sebagainya), kemudian 

merujuk memiliki arti mangambil kembali istri yang sudah ditalak.
60

 

Secara etimologis rujuk berasal dari kata raja‟a yang 

artinya pulang atau kembali.61 Sedangkan rujuk dalam 

pengertian terminology adalah kembalinya suami kepada 

hubungan nikah dengan istri yang telah di cerai raj‟i dan di 

laksanakan selama istri masih dalam masa iddah.2 Kata rujuk 

menurut bahasa Arab berasal dari kata raja‟a - yarji‟u - rujk‟an 
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yang berarti kembali dan mengembalikan.62 Menurut syara’ 

adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya 

dengan perkawinan dalam masa iddah sesudah di talak raj‟i.63 

Rujuk dalam istilah hukum disebut Raja‟ah secara arti kata 

berarti “kembali ”. 

Sedangkan menurut para fuqaha pengertian rujuk adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Imam Syafi‟i, rujuk adalah mengembalikan istri yang masih 

berada dalam masa iddah kepada keadaan yang semula. 

b. Menurut Imam Maliki, rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang 

sudah ditalak tanpa adanya akad yang baru. 

c. Menurut Imam Hambali, rujuk adalah mengembalikan keadaan istri 

kepada keadaan yang semula setelah terjadinya talak raj’i dan masih 

berada dalam masa iddah tanpa akad yang baru. 

d. Menurut Imam Hanafi, rujuk adalah melanjutkan pernikahan dengan 

bekas istri yang di talak raj’i dalam masa iddah.
 64

 

Hadis ini menggambarkan bahwa Nabi SAW diberi 

berita oleh Umar tentang perceraian anaknya itu, sehingga 

beliau menasehatkan demikian: 

“Ibnu Umar ra menceritakan bahwa setelah ia mentalak 

istrinya maka Nabi SAW menyuruh Umar (bapaknya), 
suruhlah ia rujuk kepada istrinya itu” (Muttafaq „Alaih).” 
 

Menurut Jumhur Ulama‟ rujuk adalah mengembalikan wanita yang di 
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talak selain talak ba‟in, pada perkawinan selama wanita itu masih berada dalam 

masa iddah tanpa akad yang baru. 

Menurut Kamal Muchtar menyatakan bahwa rujuk adalah milik seorang 

suami maka bekas istri tidak dapat menghalangi atau tidak dapat menolak 

maksudnya dari bekas suami itu apabila ia berkehendak melaksanakan haknya. 

Hal ini bukanlah permulaan akad nikah yang baru tetapi merupakan kelanjutan 

dari akad nikah yang kemudian terjadi  perceraian karena itu pihak istri tidak 

berhak mendapat mahar baru diwaktu bekas suami merujukinya.
65

 

Dari beberapa definisi rujuk, terdapat beberapa kata kunci yang 

menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang bernama rujuk. Kata 

ungkapan “kembalinya suami kepada istri” mengandung arti bahwa diantara 

keduanya sebelumnya telah terikat tali perkawinan, namun ikatan tersebut 

sudah berakhir dengan perceraian. Laki-laki kembali kepada orang lain dalam 

bentuk perkawinan, tidak disebut rujuk dalam pengertian ini. Kemudian ada 

ungkapan “yang telah ditalak dalam bentuk raj’iy”, mengandung arti bahwa 

istri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau 

bain.
 66

  

Hal ini mengandung arti bahwa kembali pada istri yang belum dicerai 

atau telah dicerai tetapi tidak dalam bentuk talak raj’iy, tidak disebut rujuk. 

Ungkapan yang selanjutnya “masih dalam masa iddah”, mengandung arti 

bahwa rujuk itu hanya terjadi selama istri masih berada dalam masa iddah. Bila 

waktu iddah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali pada istrinya dengan 
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nama rujuk, melainkan harus menikah lagi dengan akad baru.  

2. Dasar Hukum Rujuk 

Setelah di paparkan pengertian rujuk tersebut diatas maka disini perlu 

di sampaikan beberapa dasar hukum rujuk yaitu firman Allah surat al- 

Baqarah ayat 228 yang berbunyi: 

ا خٍَكََ  َِ  َٓ ّْ ْْ يَّىْخُ َّٓ اَ ًُّ ٌهَُ ءٍۗ وَلََ يذَِ
ثتََ لشُُوْۤ هٍ َّٓ ثَ ْٔفسُِهِ َ َٓ باِ جُ يخَشََبَّصْ طٍََّمه ُّ ٌْ ْْ وَا َّٓ اِ هِ ِِ ُ فيِْٰٓ سَْدَا

اّللّه

ا اصِْلََدً  ْْ اسََادُوْٰٓ ٌهَِ اِ َّٓ فيِْ ره هِ َّٓ ادََكُّ بشَِدِّ خِشِۗ وَبعُُىٌْخَهُُ َِ الَْه ٌْيىَْ ِ وَا
َّٓ باِلّلّه ِِ َّٓ يؤُْ ًُ وُ ثْ ِِ  َّٓ ا وٌَۗهَُ

 ُ
َّٓ دَسَجَتٌ ۗ وَاّللّه جَايِ عٍَيَْهِ عْشُوْفِۖ وٌٍَِشِّ َّ ٌْ ٌُ اٌَّزِيْ عٍَيَْهَِّٕباِ  ࣖ عَضِيْضٌ دَىِيْ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga 

kali quru‟. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan 

Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. 

Dan para suami mereka lebih berhak kembali pada mereka dalam (masa) itu 

jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (perempuan) mempunyai 

hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yag patut. Tetapi para suami 

mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah maha perkasa maha bijaksana”.
67

 

Berdasarkan firman Allah tersebut, para ulama‟ sepakat bahwa jika 

suami- istri berada dalam masa iddah talak raj’i, maka bekas suami 

mempunyai hak untuk rujuk kepada bekas istrinya. Akan tetapi jika sudah 

habis masa iddahnya maka istilah yang berhak untuk menentukan, sebab dia 

menjadi wanita ajnabiyah bagi bekas suaminya dan sudah tidak halal lagi 

baginya kecuali, harus dengan akad yang baru. 

Menurut teks ayat 228 al-Baqarah tersebut di atas, ada  dua  pihak yang 

sama-sama berhak atas rujuk adalah dari pihak suami, haknya lebih kuat dari 

istri. Berarti suami lebih berhak atas dirinya selama masa iddah, tetapi jika 
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sudah lewat masa iddah maka istri lebih berhak untuk menentukan nasib 

dirinya sendiri. 

Dengan demikian sunnah hukumnya bagi suami untuk merujuki 

istrinya, jika dilandasi oleh niat yang tulus dan dimaksudkan untuk is}lah 

dengan bekas istrinya. Jika dilandasi oleh niat untuk menyakiti bekas istrinya 

maka rujuk tersebut hukumnya haram. Berdasarkan firman Allah surat Al- 

Baqarah ayat 231: 

سِىُىْ  ّْ عْشُوْفٍۗ وَلََ  حُ َّ َّٓ بِ دُىْهُ عْشُوْفٍ اوَْ سَشِّ َّ َّٓ بِ سِىُىْهُ ِْ َ َّٓ فاَ َٓ اجٍََهَُ ُُ إٌِّسَاۤءَ فبٍََغَْ  وَاِرَا طٍََّمْخُ

َُ ٔفَْسَه   ٌهَِ فمَذَْ ظٍََ
ًْ ره ْٓ يَّفْعَ َِ َّٓ ضِشَاسًا ٌِّخعَْخذَُوْا َۚ وَ  هُ

 “Dan apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir 

iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma‟ruf atau ceraikanlah 

mereka dengan cara yang ma‟ruf (pula). Janganlah kamu merujuki mereka 

untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya 

mereka. Siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap 

dirinya sendiri.”
68

 

Di samping itu, ayat tersebut memerintahkan agar suami dapat 

memanfaatkan kesempatan itu secara arif dan bijaksana apakah mereka mau 

melanjutkan atau memutuskan hubungan dengan istrinya. Dan hendaknya 

putusan itu dilakukan dengan cara yang ma‟ruf artinya suami harus kembali 

kepada istrinya dengan cara yang baik apabila rujuk dan ia harus memenuhi 

semua kewajiban istri-istrinya selama ditinggal atau dalam masa  iddah  begitu 

pula dengan istrinya ia harus menerima suaminya jika berislah dan ia menjaga 

kesucian suami, kendati mereka sudah tidak bersatu lagi. 

Dengan demikian hukumnya mubah bagi suami untuk merujuk 

istrinya apabila dilandasi dengan niat yang tulus dan benar- benar menghendaki 
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adanya islah (perdamaian) diantara keduanya. Selain itu diperkuat pula dengan 

hadis Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh sahabat Umar RA. Dan 

dipastikan keshahihannya, Dari Ibnu Umar RA waktu itu beliau ditanya oleh 

seorang dan ia berkata :  

“ Adapun engkau yang telah menceraikan (istri) baru sekali atau dua kali, maka 

sesungguhnya Rasulullah SAW. Menyuruh aku merujuk istriku kembali. (HR. 

Muslim).” 

Kemudian hadis lain yang juga menggambarkan, bahwa Nabi SAW 

diberi berita oleh Umar tentang perceraian anaknya itu, sehingga beliau 

menasehatkan demikian.
 69

 

“Ibnu Umar RA menceritakan bahwa setelah ia menolak istrinya, maka Nabi 

SAW menyuruhkan kepada Umar (bapaknya), suruhlah dia rujuk kepada 

istrinya itu. (Mutafaqun Alaih).” 

Macam rujuk ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT 

dalam Surat Al-Baqarah Ayat 229 : 

 ٍْ عْشُوفٍ أوَْ حسَْشِيخٌ بإِدِْسَا َّ سَانٌ بِ ِْ ِ ِْ فإَ حاَ شَّ َِ  اٌطَّلَقَُ 

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara 

yang makruf atau menceraikan (talak ketiga) dengan cara yang baik.”  

3. Rukun dan Syarat Rujuk 

Rukun rujuk adalah sigat atau pernyataan kembali dari  suami serta 

perbuatan yang menunjukkan keinginan tersebut.
39

 Ulama‟ sepakat bahwa rujuk 

tidak sah apabila tidak memenuhi rukun-rukun rujuk, akan tetapi terhadap 

ketentuan rukun itu mereka berbeda pendapat. Menurut ulama‟ jumhur rukun 

rujuk ada 3 macam yaitu: 

1) Murtaji atau mantan suami. 
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2) Murtaja’a atau mantan istri. 

 
3) Sigat atau ijab rujuk.

70
 

 

Menurut mazhab Syafi‟i rukun rujuk adalah seperti sigat dan suami yang 

akan melaksanakan rujuk. Menurut mazhab Maliki rukun rujuk adalah niat suami 

yang menyatakan rujuknya dan istri yang akan rujuk. Menurut mazhab Hanbali 

rukun rujuk adalah sama  dengan mazhab Syafi‟i ditambah dengan jimak atau 

bersetubuh.
71

 Adapun ulama‟ hanafiyah mengatakan bahwa rukun rujuk hanya 

terdiri dari sigat saja, sebab unsur murtaji dan murtaja‟a merupakan suatu yang 

melekat pada sigat itu sendiri.
 

Definisi tersebut diatas, menunjukkan rukun dan syarat-syarat yang harus 

di penuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk, rukun atau unsur rujuk 

yang di sepakati oleh ulama‟ adalah ucapan rujuk, mantan suami yang merujuk 

dan mantan istri yang di rujuk. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk 

terlaksananya sebuah perbuatan rujuk, rukun atau unsur rujuk yang disepakati 

oleh ulama antara lain :
 

1. Laki- laki yang merujuk, adapun syarat bagi laki- laki 

yang merujuk itu adalah sebagai berikut: 

a. Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang di 

rujuk yang dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah. 

b. Laki-laki yang merujuk itu mestilah seorang yang mampu, sehat 

akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri yaitu telah 
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dewasa. Seseorang yang masih belum dewasa atau belum 

keadaan gila tidak sah rujuk yang dilakukannya.  

Perempuan yang dirujuk adalah perempuan yang telah dinikahi dan 

kemudian diceraikannya tidak dalam bentuk cerai tebus atau khuluk dan tidak 

pula dalam talak tiga, sedangkan dia telah digauli selama dalam perkawinan itu 

dan masih berada dalam masa iddah.
72

 Adapun syarat sahnya rujuk bagi 

perempuan yang di rujuk itu adalah sebagai berikut: 

a. Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki- laki yang merujuk. Tidak 

sah merujuk perempuan yang bukan istrinya. 

b. Istri itu telah diceraikan dalam bentuk talak raj‟i. Tidak sah merujuk 

istri yang masih terikat dalam tali perkawinan atau telah di talak namun 

dalam bentuk talak ba‟in. 

c. Istri itu masih berada dalam iddah talak raj‟i. Laki-laki masih 

mempunyai hubungan hukum dengan istri yang di talaknya secara talak 

raj‟i, selama masih berada dalam iddah. Sehabis iddah itu putuslah 

hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak boleh di 

rujukinya lagi. 

d. Istri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu. Tidak sah rujuk 

kepada istri yang di ceraikannya sebelum istri itu sempat di gaulinya, 

karena rujuk hanya berlaku bila perempuan itu masih berada dalam 

iddah. Sedangkan istri yang di cerai sebelum di gauli tidak mempunyai 

iddah, sebagaimana disebutkan sebelumnya. 
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2. Ucapan rujuk 

Rujuk dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami. 

Tindakan sepihak itu di dasarkan kepada pandangan ulama‟ fiqh bahwa rujuk 

itu merupakan hak khusus seorang suami.
73 

Oleh karena sifatnya yang sepihak 

itu tidak diperlukan penerimaan dari pihak perempuan yang di rujuk atau 

walinya. Dengan begitu rujuk tidak di lakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk 

sahnya tindakan rujuk hanya di perlukan ucapan rujuk yang dilakukan oleh 

orang yang merujuk. 

3. Saksi 

Tentang kesaksian dalam rujuk ulama berbeda pendapat ada yang 

sebagian ulama‟ termasuk salah satu pendapat dari Imam al- Syafi‟i 

mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi sebagaimana yang berlaku 

dalam akad nikah. Sebagian mengatakan wajib sedangkan sebagian lagi 

mengatakan sunah atau tidak wajib.
74

Sebagaimana firman Allah dalam Surat 

At-Talaq Ayat 2 yang berbunyi :  

 ُْ ْٕىُ ِِ عْشُوفٍ وَأشَْهِذُوا رَوَيْ عَذْيٍ  َّ َّٓ بِ عْشُوفٍ أوَْ فاَسِلىُهُ َّ َّٓ بِ سِىُىهُ ِْ َ َّٓ فأَ َٓ أجٍََهَُ فإَرَِا بٍَغَْ

 َۚ ِ هاَدَةَ لِلَّّ ىا اٌشَّ ُّ ًْ ٌهَُ وَألَيِ َ يجَْعَ ْٓ يخََّكِ اللَّّ َِ َِ الْْخِشِ َۚ وَ ٌْيىَْ ِ وَا ُٓ باِللَّّ ِِ َْ يؤُْ ْٓ وَا َِ ُْ يىُعَعُ بهِِ  ٌىُِ
رَه

خْشَجًا َِ 

“Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka 

rujuklah (kembali pada mereka) dengan baik atau lepaskanlah 
mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi 

yang adil antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian 
itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi 
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orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat. Siapa 
bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan 

keluar.” 
 

4. Sigat ( Lafaz ) 

Sigat merupakan ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-

laki yang merujuk dengan cara :75 

a. Terang-terangan, misalkan dikatakannya “saya kembali 

kepada istri saya”, atau “saya rujuk kepadamu”. 

b. Sindiran, misalkan “saya pegang engkau”, atau “kawin 

engkau” dan sebagainya, yaitu dengan kalimat boleh 

dipakai untuk rujuk atau untuk lainnya. 

c. Dengan perbuatan. Ada ikhtilaf dikalangan ulama atas 

hukum rujuk dengan perbuatan. Imam Syafi’i berpendapat 

tidak sah. Karena Allah memerintahkan agar rujuk 

dipersaksikan sedangkan yang dapat dipersaksikan hanya 

dengan sigat (perkataan), sedangkan perbuatan seperti itu 

tentu tidak dapat dipersaksikan oleh orang lain. 

4. Hak Rujuk 

Hak rujuk adalah hak suami dan bukan hak istri sebagai imbangan hak 

talak yang dipunyainya.
76

 Tidak dibenarkan bekas suami yang mempergunakan 

hak merujuk itu dengan tujuan yang tidak baik, misalnya untuk 

menyengsarakan bekas istrinya atau untuk mempermainkannya. Sebab dengan 

                                                             
75 

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia…, h. 342. 
76 Sudarsono, Pokok- Pokok Hukum Islam,

 (Jakarta:Rineka Cipta, 1992), 
 h. 282

.
 

 



 

demikian bekas suami itu berbuat aniaya atau berbuat dzalim, sedangkan 

berbuat dzalim itu diharamkan. 

Kalau hak rujuk ada ditangan laki-laki maka untuk rujuk tidak 

diperlukan syarat kerelaan atau wali bahkan sepengetahuannya. Rujuk 

merupakan jalan yang diberikan oleh syariat islam bagi suami yang 

menghendaki berkumpul kembali dengan istrinya yang tertalak raj‟i. Dalam 

kitab “Nihayah al-Zain” dijelaskan bahwa: “keabsahan rujuk tidak disyaratkan 

adanya wali dan tidak pula kerelaan si istri karena rujuk adalah untuk 

mengabadikan perkawinan lagi.
77

 Juga dalam kitab “Al-Muhadzdzab” 

disebutkan bahwa rujuk itu sah tanpa izin pihak istri. 

Imam Syafi‟i juga berpendapat bahwa suami mempunyai hak rujuk 

untuk merujuki istrinya di dalam masa iddah dan istri tidak berhak mencegah 

atau menghalangi rujuknya suami istri tidak ada iwadh. Iwadh disini yaitu uang 

atau pengganti dalam rujuk suami. Karena istri itu adalah masih menjadi hak 

suami, istri tidak berhak mencegah atau menghalangi hak rujuk dan tidak 

adapula urusan bagi pada sesuatu yang menjadi hak suami terhadapnya. 

5. Hikmah Rujuk 

Adapun hikmah rujuk dapat dikemukakan di antaranya sebagai 

berikut:
78

 

a. Bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekat 

memperbaikinya. 

b. Menghindari murka Allah SWT karena perceraian itu sesuatu  yang  
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sangat dibenci. 

c. Untuk menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perpecahan 

keluarga. 

 

d. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi 

pasangan yang telah mempunyai keturunan.  

e. Mewujudkan islah atau perdamaian. Meskipun hakikatnya hubungan 

perkawinan suami-istri bersifat antar pribadi, namun hal ini sering 

melibatkan keluarga besar masing-masing. 

6. Sebab dan Akibat Terjadinya Rujuk 

Perceraian merupakan salah satu sebab terjadinya rujuk dan  

perceraian tidak termasuk rukun rujuk, sehingga dapat dikatakan rujuk 

tidak akan terjadi jika tidak ada perceraian terlebih dahulu. Oleh sebab itu 

dalam sub pembahasan ini perlu kiranya diungkapan sedikit tentang 

masalah talak karena talak merupakan sebab terjadinya rujuk. 

Talak menurut bahasa adalah melepaskan atau meninggalkan, 

seperti melepaskan sesuatu dari ikatannya. Sedangkan menurut istilah 

syara‟ talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan 

lafadz talak.
79
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C. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) 

1. Definisi Polri 

Kata polisi berasal dari Politiea, suatu judul buku yang 

ditulis oleh Plato, seorang filusuf Yunani kuno. Buku itu 

berisi tentang teori dasar Polis atau Negara Kota. Pada 

zaman itu kelompok-kelompok manusia membentuk 

himpunan yang merupakan satu kota (mungkin semacam 

dusun terpencil di Indonesia saat ini). Kelompok itu 

membuat benteng-benteng yang merupakan pagar, 

pertahanan dari ancaman yang datang dari luar. 80 

Agar kehidupan dapat tertata sehingga kelompok 

dapat tenteram, dibuatlah kesepakatan antara warga 

kelompok yang kemudian menjadi norma yang disepakati 

bersama. Norma-norma itu kemudian menjadi aturan dan 

peraturan kehidupan bersama kelompok tersebut.  

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri 

memberikan arti kata Polisi adalah sebagai berikut : 

1. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan 

dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar 

hukum dan sebagainya).  
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2. Anggota Badan Pemerintah (Pegawai Negara yang 

bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).81  

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah 

sebagai institusi penegak hukum yang merupakan salah 

satu unsur dari criminal justice system sebagai lembaga 

penyidik utama disamping jaksa sebagai penuntut umum 

juga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, 

bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat 

serta menegakkan hukum. Polri mengemban tugas-tugas 

Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh 

seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(Kapolri).  

Tuntutan reformasi menuju Polri yang profesional, 

terus bergulir dengan keluarnya TAP MPR VI/MPR/2000 

tentang Pemisahan Tentara Nasioal Indonesia, serta TAP 

MPR RI Nomor VII/MPR/2002 tentang Peran Tentara 

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dinyatakan sebagai kepolisian nasional.  

Kedudukan Polri di bawah Presiden bukan merupakan 

hal baru dan pengaturan kembali oleh TAP MPR Nomor: 

VI/MPR/2000 yang menyatakan Polri di bawah Presiden 
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adalah merupakan koreksi terhadap kekeliruan yang dibuat 

semasa Orde Baru.  

Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 telah 

didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan 

dapat lebih memanfaatkan kedudukan dan peranan serta 

pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia 

sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap 

tatanan kehidupan bangsa dan Negara dalam mewujudkan 

masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

republik Indonesia Tahun 1945.82 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 butir (1) 

“Kepolisian Negara adalah segala ihwal yang berkaitan 

dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan 

Perundang-undangan”. Pasal 2 “Fungsi Kepolisian adalah 

salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang 

pemeliharaan keamanaan dan ketertiban masyarakat, 

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat”. Pasal 4 “Kepolisian Negara 

Republik Indonesia bertujan untuk mewujudkan keamanan 

dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan 
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ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 

terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan 

kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. 

Pasal 5 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia 

merupakan alat Negara berperan dalam memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum 

serta memberikan perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 

keamanan dalam negeri. Ayat (2) Kepolisian Negara Republik 

Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu 

kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1).  

Polri dipimpin oleh Kapolri yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan 

Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum (selama 30 

tahun Polri tunduk pada hukum militer).83 Untuk mencapai 

keseluruhan cita-cita hukum, cita-cita politik, dan cita-cita 

moral bangsa Indonesia yaitu adanya penegakan hukum 

dan keamanan serta ketertiban masyarakat di seluruh 
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bidang pendidikan bangsa yang menjadi tugas Kepolisian 

Republik Indonesia, merupakan suatu syarat yang mutlak.84 

2. Tugas dan Wewenang Polri 

Secara universal tugas polisi ditetapkan berdasarkan 

bentuk dan tujuan Negara yang dinyatakan di dalam 

konstitusi Undang-Undang Dasar Negara masing-masing. 85 

Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia 

adalah :  

a. Memelihara keamanan  

b. Menegakkan hukum  

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat.  

Pasal 16 Wewenang Polisi, yaitu :  

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan  

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

perkara untuk kepentingan penyidikan  

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan  

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri  

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.  
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f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi  

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

denngan pemeriksaan perkara  

h. Mengadakan penghentian penyidikan  

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum  

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 

berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak 

atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka 

melakukan tindak pidana  

k. Memberi petunjuk dan batuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum  

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 86 

Jika ditinjau dari segi tugas maka polisi sebagai suatu institusi, 

dalam rangka menegakkan hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban dan 

penegakkan hukum. Peran Polisi di dalam penegakan hukum seolah-olah 

diibaratkan bahwa Polisi adalah hukum yang hidup, karena ditangan Polisi 

inilah tujuan-tujuan hukum untuk melindungi dan menciptakan keadaan 

yang aman di dalam masyarakat dapat diwujudkan.  

Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo 

bahwa: “Diantara pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum didalam sistem 

peradilan pidana maka kepolisian adalah yang paling menarik, oleh karena 
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didalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil 

keputusan.  

Polisi pada hakekatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup, 

karena memang ditangan polisi itulah hukum itu mengalami 

perwujudannya, setidak-tidaknya di dalam hukum pidana. Apabila hukum 

itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya 

dengan melawan kejahatan, maka pada akhirnya, polisi itulah yang akan 

menentukan apa itu secara konkret disebut sebagai penegakan ketertiban, 

siapa-siapa yang harus ditundukkan, siapa saja yang harus dilindugi dan 

seterusnya”
87

  

Pada umumnya corak kepribadian dan ciri-ciri tugas kepolisian itu 

ditentukan sesuai dengan corak kepribadian dan tipe negaranya. Pada 

zaman penjajahan Belanda maupun Jepang pribadi dan tugas kepolisian itu 

tidak terlalu kompleks, akan tetapi amat sederhana, yaitu hanya sebagai 

alat pemukul dalam menegakkan hukum yang diciptakan dan dipaksakan 

oleh pemerintah kolonial kepada rakyat jajahannya.  

Persyaratan bagi polisi tidak banyak, tidak perlu ada pendidikan 

fisik yang kuat sebagai pemukul dan sekedar pengetahuann hukum 

penegak kepentingan penjajahan. Dalam alam colonial, dilihat dari sudut 

kesejahteraan Negara dan rakyatnya, Polisi pada hakekatnya hanya berupa 

alat pelaksana yang mati, oleh karena ia dijauhkan daripada perasaan, cita-

cita dan hati nurani rakyatnya.  
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Identitas tugas Polisi Republik Indonesia sebagaimana telah 

diuraikan di muka, ditetapkan selain oleh sifat bentuk dan tujuan negara, 

terutama pula oleh pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta 

cita-cita moral bangsa Indonesia yang menjadi pangkal tolak dan sumber 

dari penentuan identitas kepribadian Polisi Republik Indonesia.
88

  

Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin 

modern dan global, POLRI bukan hanya mengurusi keamanan dan 

ketertiban di dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-

masalah keamanan dan ketertiban regional maupun antarbangsa, 

sebagaimana yang ditempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta 

pasukan-pasukan Polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam 

berbagai operasi kepolisian, misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan di 

Kamboja (Asia). 

Organisasi POLRI disusun secara berjenjang dari tingkat pusat 

sampai ke kewilayahan.Organisasi POLRI Tingkat Pusat disebut Markas 

Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes POLRI).
89

 Sedang 

organisasi POLRI Tingkat Kewilayahan disebut Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Daerah (Polda).  
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D. Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Tata 

Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi 

Pegawai Negeri Pada POLRI 

Institusi POLRI adalah salah satu lembaga yang memiliki dan 

menerapkan administrasi yang cukup ketat, termasuk di dalamnya aturan 

administrasi perkawinan, perceraian dan rujuk. Peraturan Kapolri Nomor 

09 Tahun 2010 merupakan pedoman dalam pengajuan izin kawin, cerai dan 

rujuk bagi Pegawai Negeri pada POLRI demi terwujudnya tertib 

administrasi.  

Peraturan ini terdiri dari tujuh Bab dengan 34 Pasal dengan 

penjabaran : Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 4), Bab 

II Persyaratan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk (Pasal 5 sampai dengan 

Pasal 9), Bab III Pejabat Yang Berwenang Memberikan Izin Kawin, Cerai 

dan Rujuk (Pasal 10), Bab IV Tata Cara Pengajuan Izin Kawin, Cerai dan 

Rujuk (Pasal 11 sampai dengan Pasal 29), Bab V Ketentuan Lain-Lain 

(Pasal 30 sampai dengan Pasal 32), Bab VI Saksi (Pasal 33), Bab VII 

Ketentuan Penutup (Pasal 34). 
90

 

Sebelum lahirnya peraturan ini sebenarnya sudah ada Peraturan 

Perkawinan, Cerai dan Rujuk khusus bagi Anggota POLRI yaitu Petunjuk 

Teknis Nomor Pol: JUKNIS/01/III/1981 tentang Perkawinan, Cerai dan 

Rujuk bagi Anggota POLRIyang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan 
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Kemanan. Petunjuk Teknis ini merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari 

keputusan MENHANKAM/ PANGAB Nomor:KEP/01/I/1980 tanggal 3 

Januari 1980, serta sebagai penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan 

Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Anggota POLRI No POL.: 

JUKLAK/09/XI/ 1979 tanggal 29-11-1979. 

E. Persidangan BP4R Bagi Anggota POLRI 

Badan pembantu penasihat perkawinanan perceraian dan rujuk atau 

disingkat sebagai BP4R adalah wadah yang mengurus terkait perkawinan 

perceraian dan rujuk di kalangan anggota kepolisian .seperti namanya 

BP4R bertanggung jawab langsung akan syarat administrative dan segala 

sesuaatu yang bersangkutan dengan perkawianan perceraian dan rujuk 

.Anggota Polri yang ingin menikah diwajibkan untuk mengikuti siding 

BP4R sebelum melakukan pernikahan.
91

 

Surat izin menikah atau Surat Izin Kawin (SIK) Izin cerai dan Izin 

Rujuk akan dikeluarkan pada sidang BP4R kepada anggota Polisi yang 

akan melangsungkan Pernikahan dengan syarat sudah selesai menjalankan 

proses dan tahapan yang ada. Apabila ada Anggota yang tidak mengikuti 

atau melaksanakan sidang BP4R akan dikenai sanksi administratif atau 

sidang disiplin seperti tidak diberikan izin melangsungkan pernikahann 

hingga penurunan atau pencopotan Jabatan.  

Sidang BP4R sendiri bisa dikatakan sebagai pembekalan 

khususnya bagi calon istri atau suami anggota Polri yang akan 
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melangsungkan pernikahan cerai dan rujuk untuk mengetahui kesiapan 

dan memberikan pengetahuan akan tugas dan kewajiban anggota Polri 

agar bisa saling mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut. 

Adapun tujuan diadakannya sidang BP4R bagi anggota Polri guna 

mewujudkan keluarga yang menjadi suri teladan bagi masyarakat, 

Agama, dan Negara. 

Pada pelaksanaan sidang BP4R menggunakan dua pedoman 

dalam pelaksanaan sidang BP4R yaitu standar Operasional Prosedur 

(SOP) Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dan juga Buku Panduan Sidang Nikah di 

Lingkungan Polri.
92

 Kedua Pedoman ini diharapkan dapat membantu 

pelaksanaan sidang BP4R agar dapat berjalan maksimal selama proses 

berlangsung.  

SOP ini disusun unsur pengawas dan pembantu pimpinan 

bertugas melaksanakan pembinaan Administrasi personil, sarana dan 

prasarana, pelatihan Fungsi, pelayanan Kesehatan, bantuan dan 

penerapan Hukum. Agar pelaksanaan tugas pokok tersebut dapat 

dilaksanakan secara efisien serta dapat mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan khususnya pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk 

maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pengajuan Izin 

Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk. 
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Dasar hukum pembuatan SOP ini ada tiga yaitu, pertama, 

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. Kedua, Peraturan Kapolri Nomor: 23 Tahun 2010 

tanggal 30 September 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja 

pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Ketiga, PERPOL 

Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KaPolri Nomor 9 

Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan 

Rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Republik Indonesia. 

Ada tiga sidang yang ditangani oleh BP4R, yaitu sidang terkait 

Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk.
93

 Dapat dilihat dalam bagan berikut: 

Bagan 2.1 Prosedur Pelaksanaan Sidang BP4R 
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 Bag Sumda Polres Seluma, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Izin 

Perkawinan, Perceraian dan Rujuk, (Seluma: SDM Polri) 

Perkawinan 

Menyerahkan permohonan 
izin kawin ke seksi Umum  

Menyerahkan Persyaratan ke 
Bag Sumda 

Mendapatkan Disposisi dari 
Kapolres 

Konseling calon pengantin 
dengan Bag Sumda 

Pelaksanaan sidang 
Perkawinan BP4R 

Penerbitan Surat izin 
Perkawinan 

Perceraian 

Menyerahkan Permohonan 
izin cerai ke Seksi Umum 

Menyerahkan Persyaratan ke 
Bag Sumda 

Mendapatkan Disposisi dari 
Kapolres 

Mediasi Percerian oleh Bag 
Sumda 

Pelaksannaan Sidang 
Perceraian BP4R  

Pelaksannaan Sidang 
Perceraian BP4R  

Rujuk 

Menyerahkan Permohonan 
izin Rujuk ke Seksi Umum 

Menyerahkan Persyaratan ke 
Bag Sumda 

Mendapatkan Disposisi dari 
Kapolres 

Memberikan Keterangan 
pada Bag Sumda 

Pelaksanaan sidang rujuk 
BP4R 

Penerbitan Surat Izin Rujuk 



 

 Ruang lingkup dari Prosedur ini merupakan administrasi yang 

harus dilengkapi dan tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk 

bagi pegawai negeri pada kepolisian republik Indonesia.94 

F. Tata Cara Perceraian Menurut Perkap No. 06 Tahun 

2018 

Setiap terjadinya perceraian atau berakhirnya suatu perkawinan 

pasti memiliki sebab akibat yang menjadi tolak ukur terjadinya hal 

tersebut. Diantaranya hadir orang ketiga sebagai keretakan rumah tangga, 

ekonomi yang kurang begitu memadai, tidak adanya momongan setelah 

menikah terlalu lama, menikah dengan yang tidak seiman bahkan hadirnya 

pihak ketiga yang ikut campur tangan terhadap permasalahan didalam 

rumah tangga seperti orang tua.  

Namun dengan adanya faktor penyebab terjadinya perceraian, 

sebagai tahap pencegahan dalam perceraian butuh adanya bimbingan 

agama yang diberi agar para polisi yang ingin bercerai dapat 

mengurungkan niatnya.  

Bimbingan agama yang dilakukan para petugas pembimbing 

memiliki beberapa cara dalam setiap permasalahan yang ada. Agar 

penerapan bimbingan agama berjalan efektif, maka perlu adanya upaya 

dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada, diantaranya dalam 

kegiatan bimbingan agama diharapkan pembimbing dan yang terbimbing 
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harus membina hubungan kerja sama yang baik dalam diri masing-masing, 

laksanakan program bimbingan sesuai kemampuan pembimbing agar hasil 

akhir mencapai tujuan yang ingin dicapai dari awal.
95

  

POLRI sebagai salah satu instansi yang tertib akan administrasi 

sangat memperhatikan terkait urusan keluarga personil, sehingga dibuatlah 

peraturan yang sedemikian rupa agar mampu mengatasi permasalahan-

permasalahan keluarga khusus terkait perkawinan, perceraian dan rujuk. 

Untuk memperoleh izin cerai, anggota POLRI yang bersangkutan 

harus mengajukan surat permohonan kepada Pejabat yang berwenang 

memberikan izin kawin, cerai dan rujuk adalah :  

a. Kapolri, utuk yang berpangkat Pati, PNS golongan IV/d dan IV/e;  

b. De SDM Kapolri, untuk yang berpangkat kombes Pol dan PNS 

golongan IV/c;   

c. Karo Binjah POLRI, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan 

IV/b kebawah di lingkunngan Mabes POLRI;  

d. Kalemdiklat POLRI, Kasespim POLRI, Gubernur PTIK, Gubernur 

Akpol dan Kakorbrimob POLRI untuk yang berpangkat AKBP dan 

PNS golongan IV/b ke bawah di lingkungannya;  

e. Kapolda, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b 

samapi dengan Inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya.  

f. Karopers, untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II 

kebawah di lingkungan Mapolda; dan  
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g. Kapolresmetro/Kapolres/KapolrestadanKaSPN untuk yang berpangkat 

Brigadir dan PNS golongan II kebawah di wilayahnya. 
96

 

Kalemdiklat POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Sekolah dan 

Kapusdik yang ada di bawah jajarannya untuk pangkat inspektur dan PNS 

golongan III kebawah. Dalam hal dibawah Polda terdapat laboratorium 

forensik cabang, pemberian surat izin kawin, cerai dan rujuk untuk yang 

berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan 

PNS golongan III oleh Kapolda dan untuk yang berpangkat Brigadir dan 

PNS golongan II kebawah oleh Karopers.  

Tujuan dari dibentuknya aturan tersebut untuk menciptakan 

keseragaman dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan, 

perceraian dan rujuk bagi anggota POLRI dan Perssib di lingkungan 

anggota POLRI.
97

 Bagi anggota POLRI yang menikah sebelum masa 

ikatan dinas selesai akan diberhentikan dengan hormat. Bagi anggota 

POLRI yang melanggar ketentuan agama akan diambil tindakan oleh 

Ankumnya. Selanjutnya dalam surat permohonan tersebut harus 

dilampirkan pendapat tertulis dari Pejabat Agama.  

Sebelum pendapat/pernyataan diberikan, maka Pejabat Agama 

akan mengadakan penelitian dan pemeriksaan dengan Berita Acara 
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mengenai sebab musabab keretakan rumah tangga yang mengakibatkan 

adanya permohonan perceraian. Izin cerai hanya diberikan apabila :  

1) Perceraian yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum 

agama yang dianut oleh kedua belah pihak, serta tidak melanggar 

peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  

2) Perkawinan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat 

ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.  

3) Ada pernyataan tertulis dari pejabat agama rohaniawan POLRI. 

Permohonan cerai dapat ditolak apabila:  

a. Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum 

agama yang dianut oleh kedua belah pihak, dan bertentangan 

dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  

b. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang 

bersangkutan tidak cukup kuat atau dibuat-buat. Penulis melihat 

terdapat hal menarik terkait dengan izin cerai Anggota POLRI.
98

  

Dalam perkara tersebut dijelaskan bahwa perceraian yang akan 

dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua 

belah pihak, dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku. Terhadap hal ini ada dua aspek, yang pertama agama dan 

yang kedua perundang-undangan yang berlaku terkait masalah perceraian.  

Maka dapat dilihat Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Izin Kawin, Cerai dan Rujuk Bagi Anggota POLRI tidak bisa 
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lepas dari hukum agama yang dianut oleh Anggota POLRI yang akan 

mengajukan izin cerai dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

terkait Perceraian yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

Adapun persyaratan dalam mengajukan permohonan izin atau 

rekomendasi perceraian bagi pegawai negeri pada POLRI, sebagai 

berikut:
99

  

a. Surat permohonan izin cerai, yang disertai alasan-alasannya;  

b. Fotokopi akta nikah;  

c. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) POLRI/PNS POLRI.  

Gugatan perceraian terhadap anggota POLRI oleh suami/isteri yang 

bukan anggota POLRI, disampaikan langsung oleh yang bersangkutan ke 

Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri dimana tergugat berdomisili. Setiap 

anggota yang menerima gugatan perceraian segera menyampaikan laporan 

kepada pimpinan/atasannya. Perceraian terjadi dan sah apabila telah 

mendapat keputusan dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri. Salinan 

surat cerai dari Pengadilan diserahkan oleh yang bersangkutan kepada 

pejabat personalia kesatuannya guna menyelesaikan administrasi 

personalia dan keuangan, serta tembusannya diserahkan kepada Bagian 

Bintal. 

G. Tata Cara Rujuk Menurut Perkap No. 09 Tahun 2010 
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Rujuk adalah kembalinya kehidupan sebagai suami-istri setelah 

terjadinya perceraian sebelum berakhirnya masa iddah. Pasal 9 perkap 

diatas menyebutkan persyaratan dalam mengajukan permohonan izin rujuk 

bagi pegawai negeri pada POLRI, sebagai berikut: 
100

 

1. Surat permohonan izin rujuk;  

2. Masa iddah belum berakhir, bagi yang beragama Islam;  

3. Fotokopi akta cerai atau putusan cerai dari pengadilan; dan  

4. Surat persetujuan dari suami-istri untuk rujuk. 

Setelah mengetahui ketentuan masa iddah dan persyaratan 

pengajuan permohonan rujuk maka selanjutnya adalah prosedur 

permohonan rujuk:
101

 

a. Permohonan rujuk diserahkan ke Sium guna diteruskan ke Kapolres 

untuk mendapatkan persetujuan atau disposisi; 

b. Personil Polri atau PNS Polri yang akan mengajukan permohonan 

rujuk harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan 

menyerahkannya ke Bag SDM. 

c. Setelah mendapatkan persetujuan atau disposisi Kapolres, Bag SDM 

melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak untuk diambil 

keterangan.  

d. Melaksanakan sidang rujuk yang dipimpin oleh Wakapolres selaku 

ketua BP4R.  

e. Penerbitan surat izin rujuk oleh pejabat yang berwenang. 
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Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan rujuk, wajib 

mengajukan surat permohonan izin rujuk kepada kepada Kasatker dengan 

melampirkan persyaratan dan segera meneruskan permohonan izin rujuk 

pegawai negeri pada Polri kepada pejabat yang berwenang. 
102

 

Dalam hal pelaksanaan rujuk bagi anggota Polri pada dasarnya 

hampir sama dengan memperoleh izin perkawinan dan perceraian, anggota 

Polri yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan rujuk 

kepada Pejabat yang berwenang. 

Izin rujuk diberikan kepada pegawai negeri pada Polri yang 

beragama Islam selama masih dalam masa iddah. Masa iddah sebagaimana 

jika ditinggal mati suami, lamanya empat bulan sepuluh hari, apabila 

hamil, sampai melahirkan dan apabila dikarenakan perceraian lamanya 

tiga kali suci/tiga bulan.  

Setelah mendapat izin rujuk dari pejabat yang berwenang, yang 

bersangkutan meneruskan surat izin rujuk kepada KUA. Pegawai negeri 

pada Polri yang telah rujuk menyampaikan fotokopi surat keterangan rujuk 

dari KUA kepada pejabat personel di satuan kerjanya guna. 

Bagi Pegawai Negeri pada Polri yang beragama Islam, apabila 

setelah melakukan perceraian bermaksud melanjutkan rumah tangga 

kembali dengan mantan istri, sedangkan masa iddahnya sudah habis 

diberlakukan ketentuan pengajuan permohonan perkawinan.
103

 Bagi 
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 Pasal 30 Ayat  1 Perkap Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perkawinan, 

Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota Polri. 



 

pegawai negeri pada Polri yang beragama selain Islam, apabila setelah 

melakukan perceraian bermaksud melanjutkan rumah tangga kembali 

dengan mantan suami/istri, diberlakukan ketentuan pengajuan permohonan 

perkawinan.
104
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